BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Upaya agar mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara yaitu
penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang sesuai dengan prinsip tepat
waktu serta disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku umum. Akuntansi pemerintah
mempunyai peran besar dalam penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pelaksanaan akuntabilitas
publik. Pengertian akuntansi ialah proses pengumpulan serta pengolahan data secara sistematis dan
mengkomunikasikan informasi keuangan yang berguna sebagai pengambilan keputusan dan untuk
menilai kinerja organisasi.

Laporan keuangan adalah laporan tertulis tentang posisi keuangan dan perubahannya selama
periode waktu tertentu (Wijayanti et al., 2017). Laporan keuangan merupakan catatan informasi
keuangan suatu perusahaan selama periode akuntansi dan dapat digunakan untuk menggambarkan
kinerja perusahaan. LLaporan keuangan ini merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan
keuangan yang lengkap meliputi neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas,
laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana,
catatan dan laporan lainnya yang dapat disajikan dalam bentuk laporan arus kas. Material yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Aset, kewajiban, dan ekuitas langsung
dengan pengukuran posisi keuangan. Di sisi lain, faktor-faktor yang terkait dengan pengukuran kinerja
laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban. Laporan posisi keuangan biasanya mencerminkan
perubahan dalam berbagai komponen laporan laba rugi dan neraca. Transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah dapat dicapai dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban
keuangan pemerintah berdasarkan prinsip (Andini & Yusrawati, 2015).

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak
yang berkepentingan. sebagai dasar -untuk - pengambilan keputusan. Laporan keuangan merupakan
media bagi sebuah entitas dalam “hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan Kkinerja
keuangannya kepada publik. Dalam Standar Akuntansi-Pemerintahan (SAP) Undang-Undang Nomor
71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi 4 karakteristik yaitu
relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Namun pada kenyataannya, pemerintah
daerah masih lamban dalam mengejar kualitas laporan keuangannya. Dan bisa dikatakan, penilaian
tersebut didasarkan pada fakta bahwa masih sedikit pemerintah daerah yang mendapatkan opini Wajar
Tanpa Pengecualian atas laporan keuangannya.

Laporan keuangan yang berkualitas untuk dapat berjalan secara efektif membutuhkan sumber
daya manusia yang kompeten dan memahami dalam akuntansi keuangan pemerintah daerah. Saat BPK
menyerahkan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan,ini berarti
organisasi tersebut telah menyajikan dan mengungkapkan informasi keuangan secara wajar dan
berkualitas (Erviana, 2017). Rendahnya kualitas laporan keuangan bisa diakibatkan oleh belum
diterapkannya sistem informasi akuntansi keuangan daerah serta kurangnya pemahaman akuntansi
dari penyusun laporan keuangan itu sendiri serta kurangnya kemampuan sumber daya manusia yang
dimiliki. Hal ini terkait kemampuan untuk melakukan tugas serta tanggungjawab yang di
serahkan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan serta pengalaman yang cukup memenuhi.

Kualitas sumber daya manusia merupakan kemampuan sumber daya manusia untuk
melaksanakan tugas serta tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan,
pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Pradana & Setiawati, 2018). SDM adalah faktor
penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas (Rahman & Permatasari, 2021). Sumber
daya manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam organisasi karena sumber daya manusia
tersebut dipastikan terlatih dengan baik sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk
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mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola dan
mengungkapkan informasi keuangan sangat diperlukan agar laporan keuangan yang disusun berkualitas.

Selain kompetensi sumber daya manusia, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
kualitas pelaporan keuangan daerah, sistem pengendalian internal pemerintah, dan sistem informasi
akuntansi keuangan daerah. Dalam PP No. 60 tahun 2008 mendefinisikan sistem pengendalian internal
sebagai proses integral dari kepemimpinan dan tindakan dan kegiatan yang berkelanjutan oleh semua
karyawan untuk memberikan jaminan yang memadai atas kegiatan yang efektif dan efisien.
Pengendalian internal menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai
mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan,
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-
undangan.

Berdasarkan teori peningkatan kualitas laporan keuangan diatas, maka obejek penelitiann yang
dipilih ialah pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Peraturan Pemerintah R1 Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pengadilan dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, setiap perangkat daerah mempunyai
kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya
serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Situbondo Tahun 2016 — 2021.

Dokumen RENSTRA Perangkat Daerah pada dasarnya menjabarkan suatu rencana strategis yang
erat kaitannya dengan proses menetapkan arah,tujuan dan masa depan yang hendak dicapai lima tahun
mendatang secara komprehensif serta  menjadi perangkat penting yang menjelaskan tolak ukur
pencapaiannya. Perencanaan strategis adalah pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan,mengarahkan
pengambilan keputusan serta berbagai tindakan dengan menghubungkan sumber daya dan tujuan yang
ingin dicapai. Sebagai tindak lanjut ketentuan perundang-undangan tersebut diatas dan telah terpilihnya
Kepala Daerah Kabupaten Situbondo untuk periode 2016-2021, maka Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Situbondo menyusun dokumen RENSTRA PD yang
merupakan dokumen perencanaan taktis strategis,yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi BPPKAD Kabupaten
Situbondo, dengan berpedoman pada RPJIMD Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan undang-undang yang telah dikemukakan diatas mengenai peranan Badan Pendapatan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo, maka dalam menjalankan fugsinya,
masih terdapat beberapa kendala mengenai kualitas laporan keuangan daerah yang di laksakan oleh
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo ialah diantaranya
disebabkan dengan beberapa kendala yang dihadapi:



Tabell 1.1 Permasaalahan Berdasarkan Tugas Danl Fungsi Perangkat Daerah Mengenai Kualitas
Laporan Keuangan BPKAD Situbondo.
Faktor Yang Mempengaruhi

Permasalahan Internal Eksternal
1. Kurangnya pemahaman 1. Terbatasnya SDM yang 1. Terbatashnya SDM
Pejabat Penatausahaan kompeten dalam penyusunan Perangkat Daerah
Keuangan Perangkat Daerah laporan keuangan Terkait yang kompeten
dalam penyusunan laporan 2. Sistem aplikasi belum dibidangnya
keuangan berbasis akrual memadai 2. Minimnya peranan/
2. Sistem aplikasi belum kepedulian kepala
mendukung sepenuhnya dalam Perangkat Daerah
proses penyusunan laporan Terkait untuk
mendukung proses
penyusunan

1. Kurangnya Pemahaman dan 1. Petugas belum memadai dan =~ 1. Volum e arsip yang

keterampilan petugas dalam belum terampil dalam cukup tinggi
mengelola arsip keuangan pengelolaa n arsip keuangan 2. Masa kadaluarsa arsip
daerah 2. Sarana dan prasarana kurang panjang

2. Kurangnya sarana prasarana optimal
pengelolaan arsip 3. Belum adanya ketentuan yang

3. Belum adanya SOP yang jelas jelas dalam pelaksanaannya
dalam pelaksanaannya

1. Pengurus barang dan Terbatasnya kompetensi Kurangnya
penyimpanan barang belum SDM yang mendukung peranan/dukungan
kompeten tercapainya pengelolaan asset  perangkat daerah terkait
2. Sarana dan prasarana yang tertib dalam pengelolaan barang
pengurus barang dan milik daerah

penyimpanan barang
kurang memadai
3. Kurangnya koordinasi antar
perangkat daerah dalam
pengelolaan
Sumber : BPPKAD Situbondo (2021).

Berdasarkan teori peningkatan kualitas laporan keuangan diatas, maka objek penelitian yang
dipilih ialah pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo
dimana dalam menjalankan fungsinya masih terdapat beberapa permasalahan mengenai kualitas laporan
keuangan daerah yang dilaksanakan. Maka isu- isu yang perlu mendapatkan perhatian dan penenganan
serius dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPPKAD 5 (lima) tahun kedepan, adalah :
Peningkatan pemahaman dan kepatuhan terhadap penerapan kebijakan akuntansi, Peningkatan kapasitas
sumber daya manusia bagi pejabat pengelola keuangan dan aset perangkat daerah BPPKAD Kabupaten
Situbondo, Penurunan keterlambatan penyampaian SPJ fungsional Perangkat Daerah, Peningkatan
manajemen pengelolaan keuangan daerah, Peningkatan manajemen pengelolaan aset daerah. Maka
dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengangkat beberapa faktor yang diasumsikan penting dalam
meningkatkan laporan keuangan terutama pada meningkatan mutu kerja sumber daya manusia ialah
kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah.



Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas,maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan

judul ““ Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.

1.4.

Rumusan Masalah

Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh pada kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah?

Apakah penerapan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh pada kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah?

Apakah kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem pengendalian internal
berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah .

Untuk -mengetahui pengaruh penerapan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah .

Untuk mengetahui  pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem
pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Manfaat penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa menambah dan memperluas ilmu pengetahuan, wawasan dan

menjadi literature review bagi penelitian-penelitian selanjutnya khususnya pada bidang laporan
keuangan pemerintah daerah.
1.4.2. Manfaat Praktis

a)

b)

c)

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan bisa memberikan sebuah informasi yang berguna
sebagai masukan dan pertimbangan - bagi Pemerintah  Daerah kabupaten situbondo untuk
mengetahui arti pentingnya kompetensi SDM pada  sistem pengendalian intern terhadap kualitas
laporan keuangan Pemerintah daerah.

Bagi Universitas Muhammadiyah Jember, diharapkan melalui penelitian ini dapat bermanfaat
sebagai bahan referensi atau bahan untuk menambah wawasan serta pemikiran para akademisi
yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bagi Peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya.



